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Pajak berfungs= sebagal budgeteur, penenmaan keuangan yang masuk melaiu;

" ‘kasmegara, dan berfung51 mengatur: bagi pemenuhan kebutuhan pembanwunan

“nasional dalam’ kerangka pembangl..nan masyarakat Indonesia. Kenyataannya
tidak demlkian'r‘ Mengapa? Tiada lain karena kolusi -~ korup31 oleh Birokrat
pacia Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan membuktikan sebaliknya, sehingga pener:maan
keuangan negara menjadi tidak maksimal, dan cita-cita mensejahterakan dan
memakmurkan rakyat jauh dari harapan. Tercbosan harus dilakukan dan
langkahnya adalah memperkuat dan menyederhanakan kinerja yang
berhubungan dengan administrasi melalui amandemen peraturan perundangan
di bidang perpaj jakan dan reformasi birokrasi terhadap organisasi yang mengelola
perpajakan dengan membentuk institusi baru : Badan Pajak dan Bea Cuka1
yvang berkedudulkan langsung di bawah Presiden.

Kata Kuncl: Amandemen Undang-Undang Pajak Dan Reformasi Birokrasi Pajak

Abstract

Tax function as budgetatr, financial receipts that go through the state treasury, and
the function set fo meet the needs of national development within the framework of
the development of Indonesian society. The reality is not so? Why? No other because
of coliusion - corruption by bureaucrats at the Directorate General of Taxation and the
Directorate General of Customs and Excise, Ministry of Finance to prove otherwise,

so that the siate financial revenue to be not optimal, and ideals-ideals welfure and
prosperity of the people far from expectations. The breakthrough should be made
fand steps are to strengthen and simplify the performance associated with the
administration through the amendment of legislation on taxes and reform the bureaucracy

of the organizations that manage taxation by establishing a new institution: the Tax
and Customs Board which is located directly under the President.

Keywords:  Amendment Law - Tax Law and Tax Reforms

A, Pendabuluan

Editorial Media Indonesia, Rabu 9 Februari 2011 bertajuk :
“Terpental dari skandal pajak” menarik perhatian penulis, intinya:

Dosen Fakuitas Hultum Universitas Sét;ég.éma Jakarta
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gangan heran bila’ data yang telah diserakan oleh Direktorat Jenderal
Pajak Kementerian Keuangan kepada Polri berkaitan dengan kasus
Gayus Tambunan, di kemudian hari dinyatakan tidak ada peruszhaan
yang terlibat skandal pajak” walau perilaku kolusi — korupsi Gayus
Tambunan dan mafia pajak benar adanya.

Pernyataan editorial di atas dapat dipahami dan lebih merupakan

refleksi pilihan publik (public choice) sehubungan perilaku korup Gayus

Tambunam yang memperkaya diri {mungkin juga kelompok} dengan

me anfaatkan celah celah kewenangan kewenangan yang dlbenkan
'ole:____peraturan perundang—undangan S ;

Sementara 1tu hanan Repubhka Rabu Februan 201 1 halaman

14 mengetengahkan perbedaan sikap terkait lngkup kerja Komisi
Pcngawas Perpajakan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan
(PMK) Nomor 133/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tatia Kerja
Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan antara DPR dan Kementerian
Kei;ahga.n._ Kementerian Keuangan berpandangan bahwa posisi DPR dan
Pemerintah adalah sejajar, dan manakala terdapat perbedaan pendapat,
maka permasalahan tersebut harus diputus oleh Mahkamah Agung
dalam bentuk uji materil {judicial review). Pertimbangan lain Menteri
Keuangan bahwa Peraturan Menteri Keuangan dimaksud adalah
implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan.

- Pandangan-pandangan sebagai pendapat umum tersebut di atas,
memperkuat keyakinan penulis bahwa telah terjadi sesuatu yang
“kurang beres” terhadap regulasi pajak dan pengelolaannya oleh sumber
daya manusia bidang perpajakan. Hal ini berdampak kepada tidak
tercapainya target pendapatan negara dari sektor pajak. Mengapa?
Karena perolehan pajak tersebut dikorup melalui kolusi antara pengelola
(pejabat pajak dan wajib pajak), sebab ketentuan peraturan bidang
perpaiakan memungkinkan untuk itu karena adanya “celah” yang dapat
membuat perbuatan administrasi lolos dart jeratan hukum. Untuk itu,
penulis berpandangan perlu amandemen peraturan perundangan bidang
perpajakan dan reformasi birokrasi pada Direktorat Jenderal Pajak dan
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

B, Acuan Teoritik
1. Telaah Peraturan Perundang-undangan di bidang Perpajakan

a. Prinsip dan Basar Hulkum Pengenaan Pa_gak

' Prmszp, asas, dasar atau ponda31 adalah suatu kebenaran yang
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.:'_'3:: menjadi sencu tumpuan bermkn* atau berpendapat‘ Kaldah hukum_': .'
o sebagal aturan yang dibuat secara resmi oleh penguasa negara meng1kat
.pada senap orang dan pemberlakuannya “dapat d1paksakan .oleh

B :aparatur negara yang berwenang Sifat memaksa ' tersebut haruslah'f_ :

: dimaknal secara Ieblh dalam karena memaksa bukan berartl dapat

I negara dlatu_ denga };:;da, "«-undang”' U ang u_ _ ciang yang d:tmaksud'_. _
“lradala Un’da_ﬁgf.Undang-Nomor 28 Tahun 007 tentang Ketentuan Umum-_'-
: ¢ da:ﬂ Tata Cara Perpajakan Endang—Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang
'-Pa_;ak Penghasﬁan, Undang Undang Namor 18 Tahun 2000 temang Pagak
““Pertambahan’ Nzial da_n Pagak Penjualan Barang Mewah Undang—Undang
'Nomor 12 'i‘ahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan Undang-
undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Undang- Undang
_Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang—Undang Nomor

10 Tabhun 1995 tentang KePabeanan '

b. . Penggolongan Pajak

“#Secara umum, ‘pajak dapat digolongkan atas pajak langsung dan
pajak tidak langsung, pajak pusat dan pajak daerah, pajak subjektif dan
pajak objektif serta pajak pribadi dan pajak badan hukum.

Dari penggolongan pajak sebagalmana tersebut di atas, akan d1dapat

kriteria:
1. Siapa yang dikenakan pajak {subjek pajak)?
2. Apa yang dikenakan pajak (objek pajak)?
3. Berapa pajaknya (tarif pajak)?
4. Bagaimana cara pengenaan pajak (siapa yang memungut pajak)?

Pajak yang diterapkan di Indonesia meliputi:

1. Pajak Penghasilan {PPh);

2. Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Penjualan atas
Barang Mewah;

3. Pajak Bumi dan Bangunan;

4.  Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

BATCHSTH, IRRHSEr I FREKR (TRRAT G Badan Periertlt Thlant, 3008 him 437"
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S Pr1n31p pemungutan pajak merupakan alasan pembenar dalam .
pemungutan pa_}ak yang dilakukan oleh pejabat pajak. Pemugutan pagak_ :

et &N i-Apm ST

Eea Peroiehan Hak Atas Tanah dan Banguna‘l (BPHTB)
Bea Materaa B

Teori dan Asas Pemungutan ?ajak

pada umumnya bertumpu pada teon ‘teon Sebageu benkut

b terhadap "negara maka semakm besar puia pa_]ak yang harus"""
o dxbayarkan kepada negara

.:'_Teori Asura‘asi yang menyaLakan bahwa negara melmdungl
:segenap rakyat dan karenanya rakyat membayar premi kepad.a
: _negara

.Teori Bakti, yang menyata.kan bahwa warga negara terikaf kepada

negara dan karenanya wajib membayar pajak kepada negara
sebagal bakti terhadap negara.

Teori Gaya Pikul, yang menyatakan bahwa pemungutan oleh

‘negara {pemerintah) harus memperhatikan gaya pikul wajib pajak.

“Teori Gaya Beli, yang menyatakan bahwa pemungutan pajak

bertumpu pada akibat pemungutan pajak, dalam artian pemungutan
pajak adalah baik.

Teori Pembangunan, yang menyatakan bahwa pemungutan pajak
dimaksudkan untuk pembangunan nasional dalam rangka menuju
masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Di samping ifu, hal yang tidak kalah pentingnya adalah asas

pemungutan pajak, vang meliputi:

1.

Asas Yuridis, yang menyatakan bahwa semua pungutan pajak harus
berdasarkan Undang-undang.

.. Asas Ekonomis, yang menyatakan bahwa pemungutan pajak tidak

mengganggu atau menghalangi kegiatan ekonomi {produksi,

" distribusi, dan konsumsi) dan/atau mengganggu perekonomian

rakyat.

Asas Financial, yang menyatakan bahwa pengeluaran untuk
memungut pajak harus lebih rendah dari jumiah pajak vang

dipunsut
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B ""f-'f'berada pada anggota masyarakat sebaga; wa_]ib pajak Sedan.gk._n*

' Refnrm m&&gﬁpﬁm%&dm“@gxﬁ&m@g&w e

o E’rmszga Pemugutam ?ajak___

Pajak yang dlpungut pada dasarnya merupakan perwugudan peran'

. pemenntah hanya sebagal pelaksana dengan melakukan pemenksaan
_dan pengawasan terhadap kewa_]zban pajak darj senap wa_ub pajak.:

Prms:p d1 atas® bermakna bahwa pemermtah memberlkan
kepereayaan yang besar kepada anggota masyarakat sebagau Wajlb pa_;ak
untuk menghltung kewaijan pajaknya secara sendiri. Dengan
mengetahm masa pajak, ‘wajib pajak akan dapat menghﬂung jumnlah
pa;ak yang terutang, yang umumnya ta.hun pajak sama dengan tahun
takwin (tahun kalender). : :

«-Hak serta kewaJ iban anggota masyarakat sebagai wajib pajak secara
otomatis ‘memberikan j Jjaminan kepastxan hukum bagi wajib pajak, yarlg'
akan menumbuhkan kesadaran hukum akan hak dan kewajiban
sebagai ‘warga negara. Kesadaran hukum ini dapat menstimulan
kesadaran hukum anggota masyarakat lainnya untuk membayar pa_;ak
yang dlbutuhkan oleh negara/pemerintah. '

2. -_Telaah {rganisasi, Manajemen, dan Birokrasi

Hicks menyatakan organisasi merupakan proses terstruktur
dimana orang-orang berinteraksi untuk mencapai sasaran-sasaran®.
Setiap organisasi merupakan sebuah sistem?, walau tidak semua sistem
merupakan suatu organisasi, dan manusia merupakan elemen pokok
bagi suatu organisasi. :

* J Winardi, Pemikiran Sistemik dalam bidang Organisasi dan Mangjemen, (Jakarta : Raja Grafindo

Persada, 2005} him.162.
3 dBid
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Dlrektorat Jenderal Pajak dan Dlrektorat Jenderal Bea dan Cuzcaz

Kementerian’ Keuangan ‘dapat dlsebm sebagaz suatu orgamsas1 besar,_ ’

dan: orgamsas1 modern Suatu ‘organisasi: besar peran manajemen L
sebagai tata kelola memegan peranan kunci. Timbu}. pertanyaan- i
sejauhmana’ orgamsasal sebesa; Dlrektorat Jenderal Pajak dan_ :
Direktorat Jenderal Bea dan Cukal Kementenan Keuangan telah dikelola -

dengan: baik? Mengapa?’ Karena mana_]emen d;maksudkaﬁ untuk
_'menun_}ang produktavatas orgamsam : melalm pengurangan_;'_ .

: kehdakpashan dalam melaksanakan kegxata'l organisasi,-dan mengelola B
3 . sangat 'berfokus kapada aktzwtas akt;.wtas manajerxal yang banyak."“

berhubungan dengan pengambﬂan ;{eputusan (deczswn makzng}

Secara teon manajemen bertumpu pada fung31 perencanaan dan -
pengawasan ‘walaupun lebih ‘menekankan pada’ fungsi zmpiementam
terutama kebutuhan .akan efisiensi. Fungsi perencanaan dan
pengawasan cenderung mencakup-lebih banyak:kegiatan manajerial
yang terstruktur untuk pengambilan keputusan, sedangkan fungsi
implementasi bertanggung jawab terhadap kegiatan mem1mpm
komunikasi, dan koordinasi. :

Timbul pertanyaan, mengapa organisasi' sebesar Direktorat
Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian
Keuangan selalu “bermasalah” sebagaimana dilansir oleh mas media
cetal dan elektronik? Penulis mencermati bahwa masalah tersebut dapat
diidentifikasi antara lain: indisipliner, inefisiensi, pembiaran atas
kekeliruan, penyalahgunaan wewenang, arogansi kekuasaan, kolusi-
korupsi dan nepotisme.

Jawaban atas pertanyaan di atas, menurut penulis hanya satu kata:
mismanajemen (salah kelola} karena kepemimpinan yang korup
terstrukiur®. Bayangkan secrang Gayus Tambunan, sebagal seorang staf
pada Direktorat Jenderal Pajak dapat berperan demikian besar dan
berani memanfaatkan kesempatan untuk berkolusi (baik dengan atasan
dan wajib pajak) bahkan menyalahgunakan wewenang. Siapa yang
bertanggung jawab? Jelas dalam hal ini adalah perilaku individu-invidu
dalam organisasi, baik sebagai pelaksana dan terlebih lagi sebagai
pimpinan {pemimpin). Sebab, implementasi proses manajemen, baik pada

4 Becara teori menurut penulis, Gayus Tambunan sebagai staf pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian

Keuangan tidak dapat menandatangani danfatay menerbitkan surat ketetapan pajak karena harug

berproges atau sesuail pendelegasian wewenang mulai dart pejabat eselon [V, 111, IT dan 1.
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Reformasx ?eraturan Pemndang»undangan cian ero}cram Btdang Perpa;akan 5

- '.'-gﬂghg at pengamb@dn keputus&n pemecahan masaiah peiaksanaan ‘
: _}_kegzatan maupun manajemen konﬁ;ks telah tldak dlberdayakan Secara_- -
' .”:."efektzf dan’. efi51en6 R S Ll "

Orﬁanzsasz (pemenntah} dan mana_]emen tidak dapat dlplsahkan'

' -_aspek yaitu badan / mstltum para bwokrat dan b1rokrasr. yang meru_]uk
: '_kepada prosedur prosedur adsmnlstram Im be.rartl bxrokram terdlrl dari
'-__aspek msutusmnal dan aspek. a3031a31ona1 8 Gagasan tentang b1rokras1

:maupun praktlk admm:strasl

Dalam perkembangan sejafah bn‘okras1 abad ke 20, bu‘okras; 1eb1h

;dihhat sebaga1 ketidakpuasan rakyat- terhadap peinerintah,. Esensx

birokrasi-tidak lebih-sebagai hasrat dari pegawai negeri: untuk
mencampuri urusan. orang dan Jauh sama sekah dam upaya

-profeswnahsme dalam kinerja.

Dan pandangan di atas, dapat ditarik benang merah bahwa blrok.ram
adalah eﬁsmnsz administrasi dan inefisiensi administrasi. Efisx.ensx
administrasi dapat disimpulkan sebagai professionalism dalam kinerja
sesuai tugas pokok dan fungsi. Sedangkan inefisiensi administrasi
disimpulkan sebagai suatu pemborosan {inefisiency) dalam segala bentuk
dan dapat berupa penyimpangan-penyimpangan seperti penyalahgunaan
kewenangan, pelampauan batas kewenangan, sewenang-wenang,
pembiaran atas kekeliruan, kolusi, korupsi, dan nepostisme. Kini
saatnya, birokrasi harus dipandang dengan dimensi institusional dan
efisiensi administrasi, dan menjadi tugas Kementerian Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk
membenahi birokrasi.

J Winardi, Manajemen Perilaku Organisasi,(Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007} hlm. 23.
Ibid, hilm. 6.
Martin Atbrow, Burauecracy, terj M Rusli Karim, (Yogyakarta : Tiara Wacana, 1996) him.5.
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Secara umum, penuh.-, mengelaborasx peraiuran perundang—
undangan di bidang perpajakan dan reformasi birokrasi, khususnya pada
Direktorat Jenderal ‘Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cuksai
Kémenterian Keunangan yang selama ini menjalankan fungsi budgetaur
{anggaran} ‘dan ‘fungsi reguler (mengatur} 9 Fungsi Dudgetaar sebagal
sumber ‘datia bagi pemerintah untuk membzayal kegiatan perencanaan
_-.pe "bancunan nasional dan fung31 reguler sebagai alat atau sarana .-

l'r.mengatur dan meiaksanakan kebl_]aﬂsanaan sesv_al dengan tugas '-
pokok dan fungsi sebagalmana telah dltetapkan : '

“Penulis’ berpandangan bahwa masalah utama pada Dzrektorat
Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kememenan
Keuangan, khususnya bidang nemajakan adalah masalah sistem dan
etika. Sistem yang berlangsung di Direktorat Jenderal Pajak dan
Direktorat Jenderal-Bea dan Cukai adalah membiarkan adanya konflik
kepentingan'® dengan mengisolasi pegawail negeri sipil (karir). Isolasi
pegawai negeri sipil tersebut di atas tidak dimaksudkan untuk berkarir
secara profesional, tetapi lebih didorong untuk menggunakan jabatan
dan/atau kewenangan guna kepentingan-kepentingan pribadi dan atau
kelompok. Buktinya Gayus Tambunan sebagai seorang staf walaupun
telah digaji sesuai dengan renumerasi dan cukup untuk ukuran pegawai
negeri sipil sesuai dengan golongan, dalam kenyataannya dapat dengan
lelﬁasa berlaku layaknya seorang pengambil keputusan dan suatu hal
yang mustahil tanpa kolusi dengan pihak atasan atau pihak wajib pajak.

Menurut penulis, pendekatan diskriftif'! terhadap sistem tidak
dilakukan, sehingga tujuan sebagai ciri karakteristik dan analisis
dikesampingkan. Contoh kasus Bahasyim disamping kasus Gayus
Tambunan, dimana interaksi lebih diutamakan yang dalam praktiknya
cenderung untuk tidak professional sesuai prosedur, tugas pokok dan
fungsi. Manejemen dalam konsep sistem pada praktiknya di Direkiorat
Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak
mengintegrasikan problem-problem yang dihadapi. Sebagai contoh,
penetapan pajak tanpa memperhatikan data yang disampaikan wajib

* R Santoso Brotodihardjo, Pengantar limu Hukum Pajak, (Bandung : Eresco, 1995} hlm.205.
©  Susan Rose-Ackerman, Corruption and Government, Causes, Consequences And Reform, ter]. Tunggul
P Biagian (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2000) him. 105.

U Winardl, Pemricran sistemik dalam bidang organisast dar marzejeméi't, LocCtt, him. 86.
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e __Pajak Juga terhadap keberatan atas penetapan Pajak Apakah Pemeﬂksa: .
U _-pacia _1rel<:torat Jenderal Bea dan Cukau telah bekezja dengan:'_ '
':-.baik Mengapa tetjadlzpenyelundupan'»’ Untuk 1tu p_enuhs d _ pat meruﬁik

] n T1pe"-Ma_dya Pabean 'I‘anj ung Emas Sém ang :
N /WBC 09 /K :MP. 02/2009 tanggal 24 J‘um 2009 pemhad -
._-;.:dugaan elanggaran__ terhadap‘ Undang-U ' '

Kesan_- penuhs keglatan aparat Dlrektorat Jenderal Pajak_ an

Dlrektorat Jenderal Bea dan Cukal “kurang” memanfaatkan sumber
- daya sebaga.l suatu masukan (znput) begltu Juga dengan penczptaan nzlal :
'.'-'sebageu suatu kelua.ran (output} RS &

. Etlka sebageu baglan dar1 falsafah smtem berperan sangat-
menentukan dalam. pencxptaan n11a1 karena . berkaitan dengan “baﬂ{-
buruk” Prms1p dasar manaj emen kmerga adalah menghargaz ke_jujuran

.membenkan pelayanan, tanggung-jawab, ‘dirasakan seperti bermain,
_adanya perasaan kasihan, 'adanya ‘perumusan tujuan,’ terdapat
konsensus dan kerja sama, sifatnya berkelan_;utan tex]ach komumkasz
dua arah dan mendapatkan umpan balile!2, -

Penuhs mencermati kinerja PNS- pada D1rektorat Jenderal Pa_]ak
dan Dn:ektorat Jenderal Bea dan Cukai hanya memenuhi beberapa item
saja dari manajemen klnexga tersebut diatas. Justru kejujuran sebagai
pilar utama dalam bekerja merupakan titik lemah baik pada tingkat
pimpinan (pihak atasan), tingkat pegawai sebagai pelaksana maupun
dan antar sesama teman kerja. Sehingga tidak aneh, bila ada ekspresi
pendapat yang tidak mendapat tempat dimata dan hati pimpinan,”saat
menyampazkan fakta, pertimbangan dan saran bahkan ungkapan
perasaan. Terbukti, ketidakjujuran pada akhirnya mengungkap adanya
mafia pajak.

Yo X 3

Vit megmrzeﬁ Hirerjir{Takard RaE uraxmdo Perasada, 2007) him.12.
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©-0leh karena-itu kinertja yang berkaitan dengaq ‘adminitrasil® 'peﬂu '

pun}?ederhanaan di sampmg amandemen terhadap per aturan perundang—
undangan di bldang perpaj jakan seperti Undang-Un dang Nomor 28 Tahun

2007 tentang Ketentuan: Umum dan Tata Cara ‘Perpajakan,’ Undangm-

Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (PPh),-dan

UndangmUndang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan. Nlla_l .

lan! Pajak Penjualan Barang Mewah dan Undang-Undang Normor 17 Tahun

_2096.-=1t_entang Perubahan atas U‘ldang Undang Nomor 1{) Tahun 1995_ N

g Kepabeanan -

bukan saja tidak tepat tetapi juga tidak adil, sehingga pengajuan
keberat_an atau .banding selalu bermuara kepada pengadilan pajak.
Sementara itu, pengadilan pajak sebagai pengadilan khusus harus pula
ditinjau. sehubungan putusan pengadilan pada-iingkat pertama dan
terakhir ada pada Mahkamah Agung, bukan pada nengadﬁan pajak
sebaga_l pengadilan khusus.

_ Amandemen terhadap peraturan perundang-undangan di bidang
perpajakan-tersebut pada intinya mengubah tarif, subjek dan objek pajak
agarlebih bersifat kompetitif. Hal lain adalah percepatan proses restitusi,
memperpendek waktu penylmpanan dokumen dan penetapan waktu
serta metode pembayaran.

Darmin Nasution!?, Direktur Jenderal Pajak Kementerian
Eeuangan ketika itu, berkeinginan merombak struktur organisasi
Direktorat Jenderal Pajak. Pertimbangannya, bahwa struktur organisasi
Direktorat Jenderal Pajak didasarkan pada jenis pajak dan tidak
berdasarkan fungsi. Sebagai contoh Direktur PPh dapat memberikan
petunjuk arahan sampai ke bawah, demikian juga Direktur PPn karena
berdasarkan jenis pajak. Struktur organisasi “model” ini menyebabkan
tumpang tindih, sechingga tidak jelas siapa yang harus memeriksa dan
siapa yang harus melayani yang dalam praktik dapat juga “menagih”™.
Kendisi tersebut di atas menyebabkan negosiasi antara aparat pajak
dan wajib pajak berlangsung secara aman, dan kolusi-korupsi secara
administrasi dan hukum relatif tidak diketahui cleh banyak pihals,
karena tidak ada keuangan negara vang dirugikan. Sebagai ilustrasi,

B Anggzzo Ab:manyu Malihat Arah Peformas: Perpajukan, Makaiah ;mbadx, tanpa tahun.

o Kepastian hukum menjad1 haI pwntmw dz sa.mpmg rasa keadﬂan :
mengmgat maszh ada penetapan pajak yang dibuat oleh pejabat pa}ak
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o -Refqrmaﬁ Perafur:_i;: Pem&dﬁgg«nndmgag&w&g%&%&&wgwaajamn -

- misalnya wajib pajak harus membayar 100 milyar, tetapi cukup

. membayer 50 milyar ke kas negara dan aparat pajak memperoleh

 fmbalan 2 milyar, tentu pilihan kolusi yang disepakati.
" Pada strukiur orgs

~ Pada’strukt asi berdasarkan fungsi, diketahui dengan
" jelas siapa yang harus melakukan pelayanan, pemeriksaaan, ‘dan
* penagihan sesuai prosedur ketentuan peraturan yang berlakn dan
- karenanya kinerja dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan
| tugas pokok dan fungsi. L ey

Terhadap usulan Darmin Nasution, penulis kurang seépendapat

- karena usulan Darmin Nasution tidak menyeluruh alias “setengah hati”

“(hanya struktur organisasi yang berdasarkan fungsi). Penulis

: menéusuik'éh';"" Direktorat J enderal Pajak. dan Direktorat .J enderal Bea

dan"Cuka_i lepas dari Kementeri_an Keuan_gan_ dan d_ib'ehtii_k bédér; baru

- berupa Badan Pajak dan Bea Cukai yang kédudukannjfa'b#rada langsung
di‘bawah Presiden. = o iecoooooo o -

Pertimbangan penulis bahwa pajak berfungsi budgetair artinya
menggali-dana dari masyarakat untuk digunakan bagi kepentingan
pembangunan._'Pe_nulis'ya_kin ‘bahwa Badan Pajak dan Bea Cukai akan
bekerja optimal, transparan dan prbfesionai untuk menggali dana dari
masyarakat. Badan ‘baru dibawah Presiden tersebut 'da_l_am praktik
diawasi ‘secara Iarigs_u;_ig_'dleh_ DPR _sébagai repreSenﬁasiwaldl rakyat.

s Sedang fungsi méngatﬁr dalam praktik ééiama i_n'i”penulis rasakan
kurang berjalan dengan baik, dalam e_irti_an'Dii‘el{torat ‘Jenderal Pajak
dan ‘Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tunduk kepada_ atasannya
{Menteri Keuahgan}_ 'yazig memiliki fuﬁgsi akdnténéi_. Akibatnya
Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak
optimal untuk menggali sumber dana sebagai pendapatan negara. Hal
tersebut akan menjadi berbeda apabila tei_ah_ dibentuk Badan Pajak dan
Bea Cukai sebagaimana diusulkan yang kedudukannya langsung di
bawah Pres_i_dén, karena badan tersebut akan independen dalam
melaksanakan tugas, profesional dalam bekerja, transparan dan diawasi
oleh DPR sebagai represesentasi walkil rakyat. Andai usulan ini disetujui,
penulis yakin pajak untuk pembangunan negeri yang diperuntukan bagi
kesejahteraan masyarakat Indonesia dapat tercapai. Kini semuanya
berpulang kepada goodwill Pemerintah.

D. Penutup

Atas hal-hal sebagaimana telah dikemukakan, dapat penulis

sampaikan kesimpulan den-sarar-sarar-sebagat berik ot




R im '.'mmm .Voi:.éi\l;:)._.l:..&:\,pﬁl TR
1 Kemmpulan o . _
' “-'-a: Bahwa adalah suatu fakta bahwa peramran perundang— '
' undangan d1 b1dang perpajakan dalam kenyataannya
: mengandung “keiemahan sehmgga d1n1an1aatkan oleh

" aparat pajak dan bea dan’ cukaz untuk kolusi - korupm yarag
"'memgzkan negara/ pemenntah darx sektor pajak . '

Bahwa adalah suatu fakia bahwa Dlrektorat Jenderal Pajak

_ dan Dlrektorat Jenderai Bea dan Cukal Kementenan'
o "Keuangan tidak dapat menggali pendapatan negara secafé §
.optamal karena tunduk dan di ‘bawah kendali Menten_ -

Keuangan yang mem111k1 fungs1 akutans1 negara.

2. Saran saran ; :

A _Peraturan pemndang undangan di bidang perpajakan perlu
di amandemen dan/atau penataan ulang secara sederhana,
~dan mudah dimengerti oleh rakyat Indonesia.

. 33.; .- Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan
' Cukai Kementerian Keuangan “sebaiknya lepas” dari
Kementerian Keuangan dan dibentuk badan baru yaitu Badan

Pajak dan Bea Cukai yang kedudukannya langsung di bawah
Presiden. Pertimbangannya adalah badan tersebut akan
independen dalam melaksanakan tugas, professional dalam
bekerja, transparan, dan diawasi oleh DPR sebagai
representasi wakil rakyat. Petimbangan lain adalah
pendapatan negara dari sektor pajak akan optimal, dan tingkat
kebocoran dapat diminimalisir. Lebih jauh akan tercipta
kepastian hukum dan tumbuhnya kesadaran hukum
masyarakat sehingga tingkat kepercayaan terhadap upaya-

upaya penggalian dana untuk pendapatan negara/pemerintah

akan semakin tinggi. Pada akhirnya, pajak akan dapat

" mensejahterakan dan memakmurkan rakyat Indonesia.
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